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GLOSARIUM 

 

APCIS : APCIS merupakan pusat data informasi yang dikelola oleh 

Tokyo MoU. 

MI : Petugas pemeriksa keselamatan kapal dengan kualifikasi 

Asisten Marine Inspector yang ditunjuk oleh Direktur 

Jenderal. 

NIR : Pedoman penetapan periode waktu pemeriksaan 

kelaiaklautan dan keamanan kapal asing sesuai ketentuan 

Tokyo MoU. 

PSC : Bentuk pengawasan negara terhadap kelaiaklautan dan 

keamanan terhadap kapal asing yang masuk pada wilayah 

pelabuhan. Pengawasan ditujukan untuk memastikan 

bahwa kapal asing tersebut telah memenuhi ketentuan 

konvensi yang telah diratifikasi. 

PSCO : Petugas yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan 

kelaiklautan dan keamanan kapal asing sesuai dengan 

ketentuan konvensi. 

RO : Badan klasifikasi atau badan swasta lainnya yang ditunjuk 

untuk melaksanakan tugas-tugas hukum atas nama flag 

State administration. 

SMC : Bentuk kegiatan usaha pengelolaan kapal terkait 

perawatan, persiapan docking, penyediaan suku cadang, 

perbekalan, pengawakan, asuransi dan sertifikasi  

 

 


